BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

a. bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor
8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4876);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 51595);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).



el

22,

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MENETAPKAN

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 11 (sebelas) angka yakni angka 16,

angka 17, angka 20, angka 21, angka 32, angka 33, angka 43, angka 47,

angka 48, angka 51, dan angka 53, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

e

Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah Kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.



10.

il.

12.

13.

14.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1

(satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap

program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen Perencanaan
dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta

anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
disingkat dengan DPA-SKPD adalah dokumen yang dijadikan dasar
pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan alokasi

anggaran yang ditetapkan.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan
penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan
keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif
lebih dari satu tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi
biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya

yang dituangkan dalam prakiraan maju.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan
dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang
direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan
kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan

anggaran tahun berikutnya.
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode

tahun anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode

tahun anggaran berkenaan.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan

daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan

daerah dan belanja daerah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran

selama 1 (satu) periode anggaran.

Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
Peraturan Daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang

berlaku.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi.



24.

25.

26.

27.

28,

29,

30.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan
tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka
prosentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan

kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana
yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana
yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan
tuyjuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah.

Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari Pemerintah
Negara  Asing, Badan/Lembaga  Asing, Badan/Lembaga
Internasional, Pemerintah Pusat, Badan/ Lembaga Dalam Negeri
atau Perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah atau dalam
bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli, pelatihan yang

tidak perlu dibayar kembali.

Dana Darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah yang
mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa

dan/atau krisis solvabilitas.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran

berikutnya.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani

kewajiban untuk membayar kembali.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

38.

40.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai
kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak

dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan

pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak

sebagai Bendahara Umum Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD,
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
pengelola anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Pengguna Barang/Jasa adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan

barang/jasa dalam lingkungan unit kerja.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau

beberapa program.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah
pejabat pada unit kerja SKPD yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang

tugasnya.



41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah
pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara

Umum Daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa
BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas

BUD.

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk
dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan
membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-

barang negara/daerah.

Bendahara Penerima adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Pemerintah

Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin
oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan

pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,

melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.



48.

49.

50.

Sl.

52.

93.

54.

S5.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai

dengan misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1
(satu) atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran

dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan

daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar

penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan

pembayaran.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana

yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.



56.

S7.

S8.

29,

60.

61.

02.

63.

Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau

sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Kegiatan Multi Tahunan adalah suatu kegiatan yang secara teknis
diukur dengan skala waktu pelaksanaan dan biaya, dilaksanakan

lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Barang Daerah adalah semua barang milik daerah yang berasal dari
pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian

dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya

yang sah.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah sistem
akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan,
penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta
pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai

dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu
proses yang  berkesinambungan yang  dilakukan oleh
Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi
melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk
menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-

undangan.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan

melawan hukum baik sengaja maupun lalai.



64.

65.

66.

07.

Pengawasan Fungsional adalah kegiatan pengawasan yang
dilakukan oleh Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi
melakukan pengawasan dan melalui pemeriksaan, pengujian,

pengusutan dan penilaian.

Pengawasan Legislatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan
oleh DPRD terhadap pemerintah daerah sesuai tugas, wewenang

dan haknya.

Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan
fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara
peraturan/rencana/program dengan kondisi dan/atau kenyataan

yang ada.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil
pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang atau badan yang

berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Ketentuan Ayat (2) Pasal 17 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) Ayat

yakni Ayat (3), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 17

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15

ayat (2) huruf a bersumber dari :

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf d, disediakan untuk
menggambarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam
jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek

pendapatan yang antara lain :



Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Secara Tunai

dan/atau Angsuran/Cicilan;

Jasa giro;

Pendapatan bunga;

Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Penerimaan Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain Sebagai
Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau

Jasa oleh Daerah;

Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah

Terhadap Mata Uang Asing;

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan

Pekerjaan;

Pendapatan Denda Pajak;

Pendapatan Denda Retribusi;

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan,;
Pendapatan dari Pengembalian;

Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum;
Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
. Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan;
. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah;

. Pendapatan Zakat;

. Pendapatan BLUD;

Hasil dari pengelolaan dana bergulir;
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya;

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda;

. Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah,;



v. Hasil Penjualan Aset Lainnya;

w. Pendapatan Dana Kapitasi JKN;

X. Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat;
y. Pendapatan Dana BOS; dan

z. Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN.

(3) Rincian menurut obyek pendapatan sebagaimana dimaksud pada
Ayat (2) dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan perundang-

undangan yang mengatur tentang obyek pendapatan tertentu.

Ketentuan Ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 19

(1) Dana Bagi Hasil sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1)

huruf a bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud

pada Ayat (1) terdiri atas :
a. Pajak Bumi dan Bangunan;
b. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB);

c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan PPh Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21; dan

d. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT).

(3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas :
a. Kehutanan;
b. Pertambangan Umum;

c. Perikanan;



d. Pertambangan Minyak Bumi;
e. Pertambangan Gas Bumi; dan

f. Pertambangan Panas Bumi.

Ketentuan Ayat (2) Pasal 21 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) Ayat
yakni Ayat (3), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat
(2) huruf ¢, bertujuan memberikan peluang kepada daerah untuk
memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 15 ayat (2) huruf a, dan huruf b

(2) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas :
a. Hibah;
b. Dana Darurat;

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya;
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

Lainnya; dan
f.  Pendapatan Lainnya.

(3) Rincian Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)
dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan

yang mengatur tentang obyek Lain-lain Pendapatan tertentu.



Ketentuan Ayat (1) Pasal 53 diubah, serta diantara Ayat (1) dan Ayat (2)

disisipkan 3 (tiga) Ayat yakni Ayat (la), Ayat (1b) dan Ayat (1c), sehingga

Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

(1a)

(1b)

Pasal 53

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat
(4), Bupati menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai
pedoman Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-
SKPD).

Pedoman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan dalam

bentuk surat edaran yang disiapkan oleh TAPD.

Surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1a) mencakup :

a. Prioritas Pembangunan Daerah dan Program/Kegiatan yang

terkait;

b. Alokasi Plafon Anggaran Sementara untuk setiap

Program/Kegiatan SKPD;
c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;

d. Dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS,

analisis standar belanja dan standar satuan harga.

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun dengan
menggunakan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan

dicapai.



(2) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi Kkerja
dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan
dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dan kegiatan dan
program termasuk efesiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil

tersebut.

(3) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana
dimaksud pada Ayat (lc), dilakukan berdasarkan capaian kerja,
indikator kinerja, analisis standar harga, standar satuan harga, dan

standar pelayanan minimal.

Diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 76a,
yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76a

Penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 76 dikecualikan
terhadap penerimaan dan pengeluaran tertentu yang diatur oleh

ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Ketentuan Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4) Pasal 114 diubah, serta
ditambahkan 1 (satu) Ayat yakni Ayat (6), sehingga Pasal 114 berbunyi

sebagai berikut :
Pasal 114

PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk
disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku
koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.



(2)

(3)

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri

dari :
a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan
SAL);

c. Neraca;

d. Laporan Operasional (LO);

e. Laporan Arus Kas (LAK);

f.  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilampiri
dengan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan

BUMD.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara menggabungkan

laporan-laporan yang disusun dan/atau disampaikan oleh :

a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas

Laporan Keuangan,;

b. PPKD selaku BUD berupa Laporan Perubahan Ekuitas dan

Laporan Arus Kas pemerintah daerah.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun

dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 18 Desember 2019

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 18 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 5



